FERATURAN NAGARI KUBL TAPAN
KABUPATEN PESISTR SELATAN

| B NOMOR = : 3 TAHUN 2019
Ry o A TANGGAL =11 Juni 2019

'_i i ':
n DOKUMEN
i ; NCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGAR
i '
Bl g (RPIM)
- TAHUN 2017 /D 2022
KUBY TAPAN SEBAGAI NAGARI RERSIH,
GUNAN DISEGALA BIDANG DAN
SYARAK fm TANTANAN ADAT DAN AGAM®
Fa N k-.?:_.‘.':'l'_ :'--'}-1']
- /PESSIRSELATAN\
s .i:-::'.i i =
Y, s
. E3 2
- by, -
- =i T‘

L

e

s 51 =
F &
i n‘rt i .
PRt S
el B . LT
o il ':h‘ o o L

b
-
¥

T %

k@
]
1

S
ey
uh %

0 [:'.1.'

[
i
— [}
el
-

.”,-
4

i jj =

I '.i'

o 1k
ar
[
'

1
K
il

Farraby dargen CerSep



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
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FERATURAN NAGART KUBU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 3 TAHIIN 2019
TENTANG

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGAR] (RPJMNag)
TAHUN 2017 8D 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIT NAGARI KUBU TAPAN,

Memmbang  : &  bahwa dalam rangks menjainin Keterkaitan dan  Konsistens)
antara Perencanaan, Pengangparan, Pelaksanaan dan Pengawasan
kegiatan  Pembangunan Nagan perlu disusun suatu Rencans
Pembangunan  Jangka Menengah MNagan (RPIMNag) yang
berlaku selama 6 (enam) Tahun kedepan;

b, bahwa berdasarkan Peraturan Menterd Dalam Megen Republik
Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang  Perencanaan
Pembangunan  Desa/Nagari, RPIMNag ditetapkan  dengan
Peraturan Nagan,

hahwa berdasarkan hasil musyawarah revisi rencana pembangunan
ubu Tapan tanggal 10 Juni 2019; dan

; ]h:'tmhﬂgan sebagaimana dimaksud huruf o
kan Peraturan Nagan tentang Revisi




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kewangan
Megara {Lembaran Negara R1 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Megara RI Nomaor 4286,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Megara ( Lembaran Negara Republik Indonessa Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284),

Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencansan Pembangunan Masional (Tambahan Lembaran
Megara RI Talun 2004 Nomaor 4421);

Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah
Chaerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana teluh beberapa
kalt diubeh wrakhic dengan Undang-Undang MNomor 12 Tahun
2008 (1.embaran Megara RI tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
L.embarman Megara R Nomaor 4844},

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbanpan
kevangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemerintah Daerah
{Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Womor 126, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4438,

Unidang-Undang  Nomor 17 Tahun 2007 Tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Masional Tahun 2005-2025
( Lembaran Nezara RI tahun 2007 Nomor 4700}

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pennngpulanpan
Bencana {Lembaran MNegars Republik Indoncsia Taohun 2007
Nomor 66, Tambalin Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 4723 );

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 temtang Penataan Ruang
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

;'ﬂndmg and.mgL Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

lann Lingkungan Hidup (Lemburan Negara Republik
Tﬂmimﬂﬁmm 140),

Carrdy! despn Comfcme e



1L

12

13

14

15

13

I8

i | Wﬂm Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 7);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140,
Tumbahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antarn Pemerintah, Pemerintahan Diaerah
Provinsi, Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota  (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741,

Peraturan Pemenintah Nomor & Tahun 2008 lentang Tahapan, Tata
Cora  Penyusunan, Pengendaliun dan  Fyaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Dacrah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan
Peraturan Pemenntah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran
Megara RI Tahun 2015 Nomor 157},

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Kenangan Desa,

Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacars Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan  Dacrah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

uran Menteri Dalam Meger| Republik Indonesia Nomor |
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25

27

28

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan
Tranmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan dang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1359},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 ),

Peraturan Dacrah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencann Pembangunan Jangka Pamjang Daerah (RPIPD)
Propins) Sumatera Barat Tahun 2005-2025 ((Lembarmn Daerah
Fropinsr Sumatern Barar Tahun 2008 Nomor 7);

Peratyran Dacrah Provins: Sumaters Barat Nomor 5 Tahun 2011
tentang  Rencany  Pembangunan Jangka Menengah  Duerah
(RPIMD) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015 (Lembaran
Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 56),

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barad Nomaor 13 Tahun 2012
lentang Rencann Tatn Ruang Wilayah Provinsi Sumaters Baral
Tahun 2012 - 2032 (Lembaren Daerah Provins) Sumatcra Bar
Tabun 2012 Nemor 13, Tambahan Lembarn Dacrah Provinsd
Sumatera Barat Nomor 799,

Peraturan Dacrah P‘mwnsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagan ( Lembaran Daerah Propinsi Sumatra Baral Tahun
2018 Nomor 7 J;

Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomer 8 Tabun 2010
tentang Rencans Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (REIFD)
Tahun 2005-2025;

Pernturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
ang Nagari

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor  Tahun 2016

terang i Permbonguman Jungka Menengah Daerah Tahun

-

WeTall Rabopaten Pesisit Selatan MNomor 18 Tahun
endirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik
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31  Surat Edsran  Bupati  Pesisic  Selatan  Nomar
420/591/SE/DPMBDPPKB-PS/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang
Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nagari Tahun 2018 — 2024 dan Rencana Kerjs Pemerintzh Magari
Tabunan,

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGART KUBLI TAPAN
dan
WALl NAGARI KUBU TAPAN

MEMUTUSEAN:

Meneispkan. -~ PERATURAN NAGARI KUBU TAPAN TENTANG REVISI
RENCANA PEMBANGUMAN JANGRA MENENGAH  NAGARI
(RPIMNag) TAHUN 2017 s/d 2022

BAB |
KETENTLIAN UMUM
Pasal |
Dalam peraturan daerah i yang dimaksud dengan
ﬂiﬂﬂﬁrmﬂﬂh Dacrah Kﬁhupm:u Pesisir Selatan
-'Fummnhﬂaﬂah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan,
Kecamatan adalah Pariaman Selatan.
Wali Nagari adalah Pimpinan Pemenmntah Nagari di Nagari Kubu Tapan, Kecamatan

Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan,

5. Badan Permusyswaratan Magari, selanjutnva disingkat BAMUS adalah lembagn vang
- merupakan perwujudan demokrast dalam penyelenggaraan Pemeriniah Nagan sehagal
unsur penyeienggara Pemenniah Nagan di Nagan Kubu Tapan, Kecamatan Ranah

- Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan

ﬁ‘ﬁ]_gm adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas-batas wilayah yang

S UL L

1 Per ﬂmﬂmﬂcmﬂm RI dan beradn di Kabupaten Pesisir Selatan
it Hag-in arhhh pmy-n'[mggaman LTiSan Iu:rm:dmaimn oleh Pemerintah

ik ﬂmtbﬂldﬂm‘kﬂﬂ asal-usul dan adat istuadat setempal yang
1 dalam sistem Pemerintahin MNegira Kesatuan R]

‘daleh Wali Nagani dan Perangkat Nagari sebagni unsur
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untuk periode 6 (enam ) tahun terhitung sejak tahun 2017 s/d 2022,

1. Rencana pembangunan tahunan nagan, yang selanjuinya disebut Rencana Kerju
Pembangunan Nagari (RKPN) adalah dokumen perencanaan pembuangunan Nagari
untuk periode | (satu) tahun.

12 Visi adalah rumusan umum mengenal keadsan yang diinginkan pada akhir perinde
perencanaan.

13 Misi adalah rumusan amum mengenal upava-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewwjudkan visi.

14 Stmteg adalah langkah-langkah bensikan  propram-program indikatif  untuk
mewjudkan visi dan misi.

15 Arah Kebijakan adalah arah stau tindskan vang diambil oleh Pemenntah Nagari untuk

BATL 1]
KEDUDUKAN
Pasal 2
RPIMNag Tahun 2017 wid 2022 merupakan -

(h Pu;wm Visi, Misi, don Program Wali Nagari terpilih ke dalam strateg
Pembangunan Nagari, kebijakan umum, progmm prioritas Nagan dan arah kebtjakan

keusngan Nagari, dengan mempedomani REIPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun

(2)  Dokumen perencanaan Nagari yang memberikan arah sekaligus acuan bagi selurah
komponen pelaky pembangunan nagari dalam melaksanakan program pembangunun
untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan;

BAH 1
MAKSUD, TUTUAN DAN RUANG LINGK UP
Pasal 3
Mﬂkﬂd RPEIMNag Kubu Tapan Tahun 2017 «d 2002 adalah untuk MEMEYURE  Seria

mﬂmﬁum fencana pembangunan jangka menengsh bag pelaku pembangunan Vil

Pasal 4

Nag Kubu Tapan Tahun 2017 s/id 2022 sehagai pedoman dalam:

plan susaran pembangunan, strategi dan kebijakan umum pembangunan dacrah
umuskan program prioritas pembangunan lima tshunan agar mekanisme
shnpml:mmn nagart dapat begalan lancar, ferpadu. sinkron dan
i1 .&:]gan kondisi dan karkteristtk Nagari kb Tapan,

i penyusunan Rencana Pembangunan Nagari (REKPN),

o WTﬂfﬂnEﬂl? 5/d 2022 meliputi Penjabaran Visi,
Nl Seia Prionitas dan Program Swategis
% d'dm h!‘iﬂﬂh} pendanann yang
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sctelah melalui proses penggalian gagasan di setiap
dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Nagari dalam rangka Menggagas Masa Depan
Nogan, tim penyusun yang terdini don Wali Nagan, Sekretans Nagari, LPMN, Kepala
Kampung, KPMN, Wakil Masyarakat, anggota Bamus dan Perangkat Nagari Kubu Tapan telah
berhasil membabas dan menyepakat dokumen revist RPIM-Nagari,

Revisi RPIM-Magari adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarkal Nagar
Kubu Tapan yang menginginkan masa depan Magari vang lebih baik di segala bidang. Mimp
Nagari akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai
kerpa keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalul proses vang panjang dan melibatkan
banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-
mimpi desa dalam bentuk dokumen perencanasn Nagar

Hcﬂ:agm banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen revist RPIM-Nagan tetapi
dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun
dengau;l‘:ltﬂ‘lp—‘]ﬂj'gknp cermat, sistematis, partisipatit dan terbuka,

Um tenma kasih kami samwkan kepada semua mhak yung telah membanty Tim
melmﬂm;mm penyusunan revisi RPIM-Nagar ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang
diatus dafam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Momor 43 Tahun
2014 m?ﬁ;mm Pelaksanaan ULl Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri No
114 Tahun WM tengang Pedoman Pembangunan Desa

Hmpm kami semoga dokumen mi bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan

Pemba h ]':hga:n Kubu Tapan, Kecarmatan Ranah Ampek Huly Tapan, Kehupaten

dau semoga seluruh Rencana Pembungunin yang tersusun dalam dokumen reviss
- h:u bisa tercalisasi sesual dengan yang di cita-citakan masyarakat Nagan Kubu

Fubu Tapan, 15 Juli 2019
Tim Penyusun

Carrdy! despn Comfcme e







BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemenmtahan, kepentingan masyarakat
sctempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan‘atan hak tradisional vang
diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(PP Mo, 43 tahun 2014},

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Nagan perlu untuk selaly memikirkan
bagaimana kondisi Mageannya dimasa vang skan datang, selingga Nagari terschut
bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaye, potensi
dan masalah yang dimiliki, maka Nagan perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nagari (RPIMMag) atau langkah-langkah vang perlu dilakukan sclama 6
(cnzm ) tabun.

Pemerintah Nagan dalam menyelenggarsan urusan pembangunan Nagar perlu
berrdasarkan pada perencanaan pembangunan Magarl yang sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanazn
pembangunan dapat secar efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangks meningkatkan
taraf’ hidup dan kescahteraan masyarakat Magan. Oleh karena i, diperlukan adanya
sistem perencansan pembangunen Magar yang merupukan satu kesatuan tala cama
perencanzan pembangunan nagarl guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nagari (RPIMNag) untuk jangks wakte 6 {enam | tahun

~ Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Magari menggunakan
peudnkatnn Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Nagan vaiu  sistem
penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak vang
hudnpenungnn dengan pembangunan nagan. Mengikut seriakan pihak-pihak dimaksud
dalam rﬂng!u untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki seria mnggung
,'Imlﬁ‘.i bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi koimajuan desanva

HRencana Pembangunan Jangka Menengah Negan den Rencane Kerja Pemerintah
W tlmupal:an satu-safunya dokumen perencanaan di Magari Sehap aspek rencana
F angunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi vang ada di nagan
yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyelurub agar
L ]:Ierauﬂﬂa.un yiing matang dan relevan sehingga arah, wjuan dan kebijakan
nagar tersaji dalam dokumen RPIMMag ini Perencanaan pembangunan
snggarakan berdasarkan asas demokmsi dengan prinsip-prinsip kebersamasnn,
lanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian denpan menjaga
AT nagan. Perencanaan Pembangunmy Magar, ditaksanakan dengan
ICanaar e H‘ﬂkﬂmﬂn Negara, dan mempunyai keterkaitun serta tidak

[ SR IN ||qr|"| N O e



Pada tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan adanyas Rencanisan
Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag), vang didukung dengan peningkatan
manajemen pemenintahan Nagan sehagai basis. Pada konteks itu, efekdivitas fasilitasi
untuk memastikan pemerintah nagari membentuk Peraturan Nagari, menetapkan ADD
dan Pertanggungiawaban Wali Nagari secara rutin menjadi penting, Hal itu juga harus
diberengi  dengan pemingkatan kualitas proses dan  hasil Musyawarah Rencana
‘Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Nagari, kpcmml‘.an dan Kabupaten seria
keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya AFBN.

1.1mmummnrmu-

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengearan Negara vang bersil
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 199% Nomor 75, tambahan Lembarzn Negara Republik Indonesia Nomor 3851

2. Undang-Undang Nomor 3% ‘Tahun 2004 tertang Sistem Perencanaan Pembeangunan
Masional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 44217,

3 ! Hm-ﬂndmg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Kepublik Indonesia Tahum 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Nepara
Ethllk Indonesia Nomor 5587},

4. Undanz-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Persturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun20] | Nomor&2),

5. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, {Lembaran Negam Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495},

6. Pemum Pemermiah Nemor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dard
Anggaran Pendapatan dan Belanis  Negara (Tembaran Megara Republik Indonesia
Tahun2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
ﬂmjiﬁ} sehagaimana telabdiubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah

"I' Hﬂnm H’I:ﬂhun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5864,

| Pemerintah: Momor 47 Tabun 2013 lentang  Perubshun ates Peraturan
intah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
f 6 Tahun 2014 tertang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
EE Tmhahu Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor $539) |
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11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 44 Tahun2016 Tentang
12. Peraturan Meenteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor | Tashun 2017 tentang

13 Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

14, Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari
{Lembaran Dacrah Propinsi Simatera Barat Tahun 201 8 Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tabun 2016 tentang Nagari
- (Lembaran Dacrah Kebupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomer 2. tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomar 213);

6. Peraturan Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang  Rencana
Pembangunan  Jangka Menengah Daerah  Kabupaten  Pesisir Selatan  Tahun
2016-2021)

17. Peraturin Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahin 2016 tentung SOTK Nagari

18 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolasn Badan
Usaha Milik Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017;

19. ‘Surat Edaran Bupati Pesisir Sclatan 420459 1/SE/DPMDPPK B-PS/2018 tangaal 30 Juli

2018 tentang Rancangan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nagan Tahun 2018-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Magari Tahunan,
Tentang Rancangan Penyusunan Revisi Rescang Pembangunan Jangka Mener
Magari Tahun 2017-3022 dan Rencany Kena Pemerintahan Nagari Tahunan

L3 W{'ﬁ_lh"[_ujm

. ks pembangunan 6 ( enam ) tahun kedepan. Dengan dokumen I,
s v agar dapat menjadi landasan dan pedoman penyclenggara pemerintah
masyarakat Nagan daism pelaksanaan pembangunan Nagari Kuby
-Tdasarkan masalah dan potens) serts arah kebijakan dalam pembangunan

iunh

frhkuui disusunnya RPMag Kubu Tapan sebagai dasar dari PeTeEncanaan
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BAB 11
PROFIL NAGARI

L1. Sejarah Nagari
Awalnyn Nagari Tapan berdiri dinintis oleh Payung Mahkudum Sakti dan Sumanik
Paguruyung heberlpl tahun yang lalu. Setelah dirintis oleh Mahkudum Sakti datang lagi
seorang mamak / nenek yang bergelar Samuno Darajo, juga dari Pagaruyung sesudah itu
berdirilah Pondok / Pemondokan, Beberapa tahun kemudian berdirilah Koto dan setelah

it berdiri lagi yang dinamakan Dusun.

‘Sesuni dengan pegang pakai adat Tapan sekurung bahwasanya nenek / payung dari
Makkudum Sakti, Pendam / kuburannys menjadi sejarah untuk masyarakat Tapan
sehingga 2 X | Tahun masyarakat selalu berkunjung kepemakaman beliau, inilah tradis
adat masyarakal Tapan. Dalam kunjunpan tersebut disamping membersibkan area
pemakaman, sekuligus membuka sejarah atau pencetus Dusun Tapan dan menaikan
didalam suku yang ada dalam Nagan atau Dusun. Ada empat Suku di masyarakat Tapan
yiakni Suku Melayu Gedang, Suku Melayu Kecil, Suku Camago dan Sikambang. Diantur
E'l-lhl —ﬂlhl yang dinakan atau yang diutuskan oleh kaumnya untuk menjadi Penghulu,
arang yang terpilih ity diNobatkan Oleh warisan dan Mahkudum sakti itulah berdirinya
Nagari Tapan, Dengan adanys pertemuan nenek terdahulu maka berdirilah penghulu suku
penghulu suku di Tapan tahun 1824, pada waktu itu juga berdirl adat istiadat oleh nenek
terdahulu. Pada tahun yang sama mufakat orang terscbut diatas bahwasanya orang fua adat
Mahkudum Sakti ditunjuk menjadi orang tua adat Nagari Tapan.

 Sesusi dengan kenyataan pogang pakai adai yang ada dinagari, barang siapa yang
mienjadi ]!lﬂlﬂhlllu maka orang it dinobatkan atau dilantik oleh orang tus adat Nagari
T"F“"" Dﬂ“dlbm" gelar Mahkudum Sakti. Setelah berdir adat, suku maks mufakalah
orang tersebul unfuk pemimpin Nagari vang berdiri tahun 1824, empat suku itulah yang
Dipmpm oleh | Wali Nagari di Tapan,
= :ﬁﬂlﬂ'ﬂn ﬁm P'l‘-ﬂ't'lﬁhﬂﬂ Wah Nagan pada wakty ity sistimnys ditunjuk oleh
perwitkilun 4 suku tersebut. Beherapa tahun kemudinn sebelum Kemerdekaan tahun 1945
masih dipimpin oleh | Wali Nagari. Setelah Kemerdekaan 1945 Wali Nagari dipilih secars
frusi | masyuwareh. Pada tahun 1983 dengan adanya perkembangan penduduk maks
pemetintah pusat , Wali Nagari dirobah menjadi 17 Kepala Desa / Wali Desa.
0, dirubah lagi menjadi 13 Kepala Desa, selanjutnya kembali lagi | Wali
epan. Kemudian, Tabun berikutnys ado perubahan lagi dari | Wal Nagari
. ﬂﬂlﬁiﬂﬁ 17T Kampung, dari |7 Kampung ini dipimpin oleh | Wali

2009 tepatnya bulan Oktober. maka terjadilah pemekaran menjadi 8

Jﬁbﬁﬁli Wali Nagari dipegung oleh Staf Kecamatan sebagar PIS,
sesember 2010 maka dilantiklah 8 Wali Nagari yang defenitif oleh
diar el'_&dl.Tahun 2012 Terjudi Pemekaran nagari Menjadi 20
k r‘ﬂ’ﬁ;pnmlamu telah Merjadi Dun Magari. Mugari Kuby
daerah ..._-.-_--..- air dang atay disebut dengan pondok
hﬂm yang berads di pondok Lo,

E -

katnya hanyn berjalan kok, Seiring wak,

T
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‘Wali Nagari

Mogan Kubu Tapan adalah merupakan salah satu dan 10 Magan yang ada di

Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Sclatan, Provins: Sumatera
Mﬂuuhﬁ.ﬂwmﬂﬂakﬂlhndakhmn Jarak dan kecamatan 13 KM, dan

Kabupaten 135 KM, dan Propinsi 213 KM, dan ibukota Negara 1542 KM Bentangan
geografis Nagan Kubu Tapan dapat dilihat dan gambar berikut.

PETA DAN KONDISI NAGARI KUBL TAPAN
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Nagan Kubu Tapan merupakan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan
Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas wilayah lehih kurang 3.197,8 Ha. Jumlah
penduduk Nagari Kubu Tapan yang berjumlah 1.586 terdiri dari laki-laki 816 orang
s T S

Penduduk Nagari Kubu Tapan menurut umur

KELOMPOK UMUR JUMLAH PENDUDUK
B-5 Tahun 139 COrang
6-12 Tahun 208 Orang
13- 16 Tahun 128 Orang
1725 Tahun 276 Orang
26 - 54 Tahun 621 Orang
55 Tahun Keatas 114 Orang
_ JUMLAH | 586 Orang
sl Uit Profil Nagars Tk 5709

Menguk kepada Profil Nagari Kubu Tapan, 1,07 % warga merupakan
tamatan Perguruan Tinggl, 063 % merupskan Tamatan akademi. 17,65 %
merupakan tamatan SLTA Sederajat. 26,48 % merupakan tamatan SLTP/Sederajat
E’I’E % merupaken tamatan Snfﬁajﬂru;m, 12,36 % merupakan belum tamat
SD/Tidak Tamat SD. Sisanva 10,09 % merupakan Tidak Sekolah,

Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAR
Tamat PT 17 Orang Pl

;‘___?ztyﬁmu:sum 280 Owang

| Tamat SLTP 420 Orang

- | Tamat 5D ! 513 Orang
- m Tamat SD/Tidak Tamat D) 196 Orang
kolah 160 Orang
JUMLAH 1.586 Orang

% _ .
Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

A JUMLAH

= s | 115 Crang

“n 50 Orang

500 Orung

10
















1. Batas Nagari :
Nagari Kubu berbatasan dengan:
Eﬁ Um:ﬂ]"ﬂ : Berbatas Dengan Nagan Kampung Tengah Tapan
Sebelah Selatan ; Berbatas Dengan Hutan TNKS
Sebelah Timar . Berbatas Dengan Nagan Simpang Gunung Tapan
Sebelah Barat : Berbatas Dengan Nagan Dusun Baru Tapan

2. Jumlah Kampung

u L.' Rampung yang ada di Nagari Kubu Tapan adalsh

| m&nwmhh Nagart dan BAMUS

i ’i!ﬂﬁﬂum dan Perangkat Nagari yang mencakup
'}Mhmp yang terdin dari 2 (dua) omng
2 (dua) orang Staf, dan 2 (dua) Kepula

Carrdy! despn Comfcme e



2322 Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS), dengan

1313 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN), dengan

m-nwm berikut:
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2324, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejuhteraan Keluarga (TP-PKK),
dengan struktur organisasi schagai berikut:

DT :
1T AT

1-,;1}_-_1-' R

13.0.5. Karang Taruna, dengan struktur organisasi sebagai berikut -

g ;

| r'i?hwm‘ '-"F‘..‘i;?w;:'.':; I: i
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mﬂﬁﬂmmmmnmhﬂnmpumhm : yang
wmmmmmmmmmmm
pemuda dan Babinkhambibmas serta Babnsa Permasalahan jugs ads umbul dari batas
-M‘ﬂ.mﬂbﬁ@ﬁﬂmﬁnmmmymanhdmmm
Nagan, Babinkhamtibmas, dan Babinsa Whmmmmmmmﬁ
BAMUS yang ada dikenagarian Kibu Tapen cukup berperan aktif sehapa mitra dalam
mﬂpﬂhmninmﬂhﬂﬁﬁkmmﬁntﬂmmﬂhme
dan Misi Wali Nagari untuk § (enam) tashun kedepan dengan Motto Nagari

“Rebersamaan Dalam Membangun Demi Nugori Kubu Tapan Yang Lebih Maju™
25 MASALAH DAN POTENS

Bidang Pemerintahan, antara lain Kemampuan aparatur vang belum
Mdﬂlﬂnﬂnﬂﬁi!ﬂﬁi'dﬂnmym;nﬂsihkmmgmﬂmgmnﬂp-
prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
_ mw:mumwmmﬁimm
bayi dan balits yang rendsh. pola hidup vang tidak mendubumg keschatan,
m-ﬂmﬁﬁmmmmmmﬂ vang nhdak
mmmmmmmmm

Bidang Pendidikan : Masih culup banyak anak usia dini, dan anak ueig
_.mmmmwmmmimmsm_mmum

lﬂn; Pembangunan Sarana dan Prasarans : Masih banvak terdapat
lanjalan usaha wni dan jalan kampung serta jembatan penghubung yang rusak

rlubang, sehingga menyulitkan para petani‘pekebun untuk membawa hasi]

1wtk '@ju[r!hn'maﬁhhnjaknmihunggaynnghclumwmkmmi listrik.

ing Sosial Budaya : Masih terdapal “Rass Permusuhan™ antar dea dan
ke mpama dan cukup sering tenadi konflik terbuka dalam menyelsaikan
dapat kelompok-kelompok kesenian daerah yang semakin kurang

ab Kal, tokoh-tokoh karismatik vang |chib
! suimakm konsumug, Pl pergauian remuja
m mebuk pemuda dan warga-

g n Hidup : Scjumlah wilayah hutan terus mengelami

yang fidak bertanggung jawab Yang nantinya
' WNEI, Wilayah perbukian vang semakin

o anperkebunan, tenah longsor yang semakin

Crraly’ daegun DeScme e
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5.2

; 'E’P« LKI'H'I., UKM, kelompo tani, kelompok termak dan orgamisasi keagamaun

Bidang Koperasi dan Usaha Masyarakat : Tidak tersedia tenaga
penyuluh koperasi ketergantungan warga pada pelepas uang, kemampuan pengurus
kelompok SPP yang masih lemah, biaya pemasaran yang tingg karena tidak
tersedia angkutan umum/reguler, masyarakat belum  memiliki kemampuan
mﬂngolah hasil pertaman dan perikanan.

Bidang Pertanian/Perkebunan : Hasil pertanian/perkebunan  terus
menurun setiap tahun termasuk karena sarangan ham dan penyakit tanaman yang
belum mampu diatasi sendin oleh masyarakat, kesulitan dalam mendapat bibit
yang baik, budidaya pertanian yang masih tradisional, tanaman kebun vang kurang
dirawat dan harga hasil pertanian juga cenderung turun saat musim panen.

Potensi
Beberapa potensi yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan Nagari
dianturanva -

Bidang Pemerintahan : Karakler masvarakat vang demokratis. Karakier
masyarakat vang terbuka: dan adat-istiadat serta budaya masyarakal yvang
menjujung tnggn kejupuran

Bidang Kesehatan : Tersedianva tenagan penvulub  keschatan, kader
kesehatan, beragam tanaman trachsional berkhasial obat dan kelompok-kelompok
remaja yang aktf dibidang sosial

Bidang Pendidikan : Terscdianya sarana pendidikan khususnyva pada
pendidikan usia dimi, pendidikan Dasar (S0 dan SMP), kesadaran masyarakat akan
pendidikan yang mulai  tumbub, sejumlah  warga/pemuda  yang  sudah
menvelesatkan pendidhkan timgar, baik diumversilas dacrah maopun di luar daerab

Bidang Sarana dan Prasana : Batu, Pasir, dan kerikil disepanjang dacrah

_aliran sungai, kayu dengan kualitas tinggi duhutan rakvat, dan sumber ar bersih

berups mata air yang mehmpah sepamang twhun dibeberapa wilavah desa
Bidang Sosial Budaya : Pola hubungan sosiel yang egahiter/demokranis,
terdapat tokoh-tokoh masyurakst yang kansmatik dan kader-kader desa vang

lerlatih dalam pengorganisasian masyvarakat dan mempunyal keterampilan beberap

j,ﬂlﬁra olahraga dan kesenian tradisional,
' Iﬂdlng Koperasi dan Usaha Masyarakat : Terdapat kelompok-kelompok

ian dengan organisasi yang sulit dan telah berpengalaman dalam
' 'thll'm pmgl:luiﬂnn dmm umat.

[ SR IN ||.r|"|.|| S







¢ Waktu Pelasanaan
Durasi (lamanya) waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengkajian kedaan
h. Hasil
Hasil dan kegiatan im asalah -
1 Data Potensi Nagan
2 Data Permasalahan

3 mwmmmmmmnm P14
mhun 2014

3.1.1. Pengkajian Nagari Menggunakan Sketsa Nagari

Peta Sosial Nagari Kubu Tapan

Carrdy! despn Comfcme e






ﬂ,ﬁh'rmn il ol isral TS G0 e i AR
;:ﬁ.mpek Hulu Tapan sendin mEI'H-p.uhn salah M dm 15 ~ﬂf

[tara berbatasan dengan Nagari Kempung Tengah Tapan
h Timur berbatasan dengan Nagari Simpang Gunung Tapan.
ah Selatan berbatasan dengan Hutan THES.

_,:.tm Nagan Euhutnpgnadalahd&mmnmﬂﬂtdﬂﬂgﬂ“mmm
atkan olch masyarakat untuk lhan pertanian dan perkebunan: schingga sebagisn
svarakal Magan adalah petani/pekebur

Nagan Kubu’ rmmmzmmgmmmﬂw
ang Wali Nagari, Satu Orang Sekretaris, Dua orang Kasi, Tiga Orang Kaur,
ng Sufﬂmn dan 2 orang Kepala Kampung. mempunyai jumlsh pend
TR, gnngterdm:h.nﬂlﬁunng]nhlah ??ﬂﬂangperﬂﬂpmdluﬂﬁﬂsﬂﬁ
; L uim 2 Tﬂnggﬂ. hl[l!h‘.l‘l (R1M) berjumlah 270 ETH

' na masiﬂum:anapmhangmnmgha Menengah (RPJM-Nagan )

“Fujuan penyusunan 1evisi REIM-Nagan adalah:

i.ummmhm encana pembangunan nagari yang sesusi dengan kebutuhan
masyarakat dart keadaun setempat

Mmmh , tujuan. kcblpkunﬁnstmt:gtpmbanglmnﬂgn{

Menyelaraskan rencani kegiatan dan anggasan
%mgmm peran sera masyarakat di Magan dalam proses pembangunan.

Penyusunan revisi RPIM-Nagar
ap artimya Tevisi RPIM-Nagari medcakup semua aspek - pembangunan

sk dan Nagari
-m Jdata-claty dasar diperoleh dan dihimpun secara teliti, objekif dan
:Ihﬂ?'l revisi RPIM-Nigan disusun berdisarkin alur pemikiran loghs
i tata susun yang runut

£ artinyn melibatkan semis prhak/pemangku kepentingan secara akuf
5 . Wdﬂ“ pgn-_ﬂﬂmbﬂll'l keputusan
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2 Wﬂa Tata Susun Naskah rangangan kebijakan pe |
disusun sesua; SIstematika‘tatn susin sebagaimana lﬁmlmﬁl i

e létgmmn dimaksud disusun sesuni tabel rencana schagaimana pada

e !iamaﬁm imaksud disisin berdasarkan urisan”

n dimaksud dipilah menjadi Urusan Wajih dan Urusan Piliban |

san Wajib adalah semus aspek dun kegiatan yang Tﬂﬁﬂ-j‘ﬂlﬁm m]ﬁjw
g banyak dan berhubungan secara langsung dengan pemingkatan kualias
y masyarakatindeks  pembangonan  manusia mencakup Eugﬁna dan
an: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Sarana prasarana. (4) Lingkungan
(5) Sosial budaya, (6) Pemenniahan, dan () Koperasi dan usaha
kat. !
piliban adalah aspek dan kegiatan yang sesum dengan kondisi dan
setempat. mencakup: (1) Penanian, (2) Pelemakan ; (3) Perkebunan, (4]
wisata. dan (5) KelautanPerikanan, (6) Penanggulan keadaan diruraf
:|I } .
ncana kegiatin dirumuskan dengan menggunakan bahasa ying lugas dan
ah dimengerti . )
ican. Ten wcana kegiatan bersifal khusus,terukur. dapat difenmi, realisus dar

r.r i1 |. ! '.l'ﬁh.'l.lﬂ:rl
= HBEB” revis) RPTM-Nagari dilakukan dafam forum Rapal Tun

aksud dipinpin oleh Pimpinan Rapat yang .tﬂdiﬂ dari mmrgﬁm
' ];.m SeOrANE Wakil Ketua stau sehutan lain dan seorang Sekretans.
e Nagari karena jabetannya odslsh ketwa dan

P_ﬁ'lim F:!n!-u-;l-lllﬂn S et anggota Tim Pﬂﬂ_jlﬂﬂl‘l ]

S : ditetaplcan secars jelas
S balias ugenda yang telah .
. wﬂ fibaligs dan disepakati pada Rapat Pertuma Tim

wh}' surnpal wersusun Rancangan revis
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Hetae LT
RPIM-Magari
- Al

Ao PR ok i s gt
L ey O 9
dar dan e

L

oses pembahasan dimaksud adelah Rancangan (Akkir]

(Akhir} revisi RPIM-Negan dtetsphen dalams Form
Yang diselenggarakan oleh dan sesuai Peroturan Tata
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2) Penctapan/Pengesahan
Rancangan (Akhir) revisi RP .
3 Peraturan Magari (Pernag) it pkan dan dlﬂhm '
Pengajuan Rancangan Pemag
o e wuil ik Raicinsty TERE SR revisi RPIM-
kepada BAMUS. peling lambat | (satu) minggy pelaksanaan
ang Nagari Pembahasan Rancangan (Awal) revisi RPIM-Nagari

et an Jadwal Pembahasan dan Penctapan oleh BAMLUS

. ar bat-lambatnya I (satu) mingsu setelah Rancangan Pernag

~ diterima. BAMLS menetapkan jadwal pelaksanpan Rapa

Rancangan Pernag tentang fevisi RPJM-Hagar _ R
ambatrys 2 (dusth minged

\{ Penetapan dunaksud dilaksanakan selambat- lam
revisi RPM-Nagar ditenma.

SELE ilhRﬂﬂcﬂnsﬂf' Pernag tenlang

< Rapat Penctapan Tl
 + taan dan Pengantar Rapal oleh pimpinan Rapal
paian Nota Pengantar Rancangan Peraturan
agari oleh Wall Magari

in BAMUS

Frraky’ e g Can o e



..-. MISI DAN s
VISl A PROGRAM INDIKATIF (ENAM TAHUN)

Visi dalam hal ini adalah Visi Pemerintahan P ;. Vist
. Nagari, yaitu Visi Wali Nagar:
ah Nogan dalam periode 2017 5/d 2022, Fungsi Vis pemerintah Nagar:
gal arah hﬂmﬂﬂm Pemerintah Magari dalam mewujudkan kesejahterato
i bukan mimpi dan bukan slogan tetap visi haru diwujudkan 461 Gt
TG =l'll d
arkan ursian pada gambaran umum kondisi Nagari dapat disimpolkan beld
Kubu Tapan masih dijumpai masalah masaluh yang perly di iy
oda periode 2017 sid 2022 yaitu pada bidang: Ekonomi Pendidikan
afra Struktur, Lingiungan. Kenmskinan, Pengangguran don T s
Pemerintsh Nagari Rubd

._:_;| ]:I!I[E‘I'I:E-l dan }EHTIF:M: TEsS dﬂ]'-lﬂﬂ m.h
iode 2017 s/d 2022 menetaphan Visi sehagm berikut -

Fumﬂnlﬁﬁ.ﬂnﬂdm _

reajudnyn Nagari Kubu Tapan Sebagai Nagari

n Disegala Bidang Dan Mensejuhterakan
dan Agama”.

n Visi diatas maks Misi yang dicapas sebagai Wali Magan Kubu Tapan
adalah sebagai benkut:
: o yang mampy

W - uby Tapan yang mandin yainu pemenntihan ¥ang :
' 'anmbaﬂ:mhﬂrdﬁﬂm'mﬁm]_

i dan menyelurzh haik
dengan kebutuhan

Tapan seperti

” Agama dal tari-hari bermasyarakat,
M Egmun pemidi haik di bidang Olah Ragn maupun
. -E ] l m 'r

- .- ng yang berkeliran di Jalan Raya.

Capraky deegan oS






ANDAN SASARAN

e

a4 [l

- -—%\:
L l,ﬁnm dan sasaran pembangunan
nyjukan utama dalym perencanain pe

5 pﬂa MASING-Musing misi sebugal berikut -

Keterkaitan untara visi, misi, tujian dan sasaran

ETHCA 1 VIS tﬂmﬂﬂ X :
] Pertimusan l_ﬁ"" dan ‘h‘..-,'."h.'.: .
PETEnCAnaa pembangunun jangks menengah dagrih
PenyUsunan indikator kinerje pemb —

daerah mempunyul peran penting
: _ mbangunan daerah Untuk mencapai
g telah ditetapkan maky Nagan Kubu Tapan perlu menetapkan tujuan dan

Tujuan Sasarun Arah Kebijakan
Mewujudkan 1. Meningkatkan kualitas | 1. Pemngkatan
Nagari Kubu Sumber Days Manusia Pembungumnan
Tapian uniuk (SEM). Sarana  dan
memaksmmalkan | 2. Meningkat kualitas Prasarana

ang | potensi yeng ada, Sumber Duya Al Pemerintabun
| baik Sumber (SDA) Nagari  Kubu
Daya Minusia 1. Meningkatknn Potensi Tapan
(SDM) maupun yang wdn dilinghungan
| Sumber Dayn masyarakat Nagari
:;l';!}I_IIII'{EFMJ Kuba Tapan.
H:nm@l!ﬁ‘!ﬂ H!ﬂ:‘in_gkﬂmrl
pertumbuhan ekonomi | kapasitas
masyerakat yang ada di | pemhangunan
Wilayah Nagari Kuba | infrastrukiur  dan
ekonomi
Nagan Kuba
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- Melindung:  kenakalan

anak remaja.

- Memberantasi penyakit

miyarakat ying ada di
Nﬂgﬂﬁ Eubia Tapan.
Kerja sama dengnn
pemerintahan Nagan
dam Masyarakat
setempit

Untuk
menciplakan
pertumbuhan
ilmiu pengetabuan
keagmaan,

pokensi i
pengetahuan yang ada
di lingkungan anak-
anak remaja,

. Meningkatkan kualitas

kengamaan.

Thubungan antara
SesAma manusia
vang lebih baik.

]

. Untuk menjaga  dan

melindungi perselisihan
adat istiadat dan
agama.

. Memingkatkan kunlitas

thnn kengamain.

Inkasi dan tempat
belujar  secan
W

Meningkatkan knalitas :
kenekalan remaa.
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pijakan Dan Prioritas Pembangunan Nagari gram Wall
kebijakan umum merupakan kebijakan yang berkaitan dengan : |.|ﬂll
silih sebagai arh bagi Aparat Pemerintah Nagari, guns mencapal M.ﬂﬂl

ungsinys. Secarn finci amh kebijakan umum beberapa sekfor e .

Bidan Pertanian .
kebijakan umum pembangunan pertanian adalah h:ﬂuk'l.ilﬂﬂ ,I ang .I'
..l.:"]', TGN komoditas, fasilitasi pl:lmlgﬂhmn Pﬂm. miskin diin wﬂlﬂih"“n AT

[0 i
Fﬂtﬂn:ll
J': 111

o Pendidikan l mﬁ
kebijakan umum pembiangunin pendidikan adalah peningkatan melek hu
aiib belajar 9 tahun dan fasilitasi sarana dun prasamna pen

SD dan SLTP bag yang kurang mampu

' ]umi!}. Peningkatan gizi anak,

Fill ISIIEII-
g POSYANDU

Dyrrabal deepn CorErmre e



1 - : Nmﬁ'ilﬂ.ilhﬂn Al
. : ﬁ“lﬂ..ll'l MNagar, peningkatan kiners Ap,a::ﬁnpmw Fﬂm
ptmngkntan pela}-anﬁnw Pemerintuhay Nagari, penguatan dalam

2K ‘.n.Ei Tq]ﬂ Liing

“-!..._J atan Aparatur Pemerintahan Nagari
EDM Wali Nagari
odal Bumnag

an umiim di bidang sosial budaya adalah :

asyarakal yang inovatif, kreatif dan informatif,

yasynrakatl yang temtram, tertib dan disiplin, beretos kerja tingg,
wanita dalam pelaksenain pembangunan nagan,

varakat yang bebas dari gangguan alum dan penyukit sosial.
at istindat dan seni budaya asli daerah.
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BAB
PENUTYP

sarkan hasil kajign tethadap Kondisi Nagari, Potensi dan Miagalah. Seclh

isi. RPIMNag 2017 4 2022, magy dapat disimpulkan beberapa hal sebagai

ape Fﬂk mitsalah dan potensi untuk mencapa; Visi dan Misi Nagari.

- m“ an lebih dalam Peningkatan,Pengembangsn dan Pemanfaatan
i komitmen yang baik dari berbagai pihak uniuk mewujudkan
silan  Pembangunan  yang  dilakukan secara partisipatil mulal dar
an, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin
1 Pembangunan Nagari.

n Pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan -\‘Eﬂnh-:sqﬁ‘-l‘h
tmen dan Konsisten Pemerintahan dan Masyarakat Nagari saling bekega
_;-.r | E\mnﬂgﬂﬁ.

dasarkan kesimpulan yung ada, mika beberapa Suran yang perlu disimpulkan

g s s o 00
e Parecanaen yang diakui di Nagari dan menjodi ped
i Pembangunan selama priode 2017 s 2022. Yang selanjim
umnge skan disbarkan dalam Reneam Keja Fembinpioss <n
| - RPIMNag ini, dihamapkin adays reViEw,
gmentasi RPM o i‘mjagﬂ kansistensi Pembangunan
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